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ABSTRAK
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana kedudukan anak di
bawah umur sebagai saksi dalam hukum acara
pidana dan bagaimana perlindungan hukum
terhadap anak di bawah umur sebagai saksi
dalam  suatu tindak pidana. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif disimpulkan: 1. Kedudukan anak
dibawah umur sebagai saksi menurut hukum
acara pidana bukan merupakan alat bukti yang
sah, dan juga tidak memiliki kekuatan
pembuktian, namun keterangan itu dapat
dipergunakan untuk menguatkan keyakinan
hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk
seperti yang terdapat dalam penjelasan. Oleh
karena itu, nilai keterangan yang diberikan
tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan
yang lain. Tidak mempunyai kekuatan
pembuktian bukan berarti tidak dapat
dipertimbangkan akan tetapi, keterangan
tersebut dapat digunakan sebagai tambahan
untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian
alat bukti yang sah, misalnya dapat
menguatkan keyakinan hakim atau digunakan
sebagai petunjuk. Sedangkan dalam sistem
peradilan pidana anak mengenal saksi sebagai
saksi anak yang menjelaskan saksi itu adalah
seorang anak yang mendengar, melihat dan
mengalami sendiri. 2. Perlindungan hukum
terhadap anak dibawah umur sebagai saksi
suatu tindak pidana sudah cukup baik dan
mendukung terhadap perombakan pemikiran
untuk memberikan kesempatan dan
kepercayaan kepada anak untuk dapat bersaksi
di pengadilan. Perlindungan terhadap Saksi
Anak melibatkan seluruh pihak yang berkaitan
dengan perlindungan anak mengenai hak Saksi
anak diatur jelas dalam UU No. 11 Tahun 2012
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Tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Berikut
dengan ketentuan perlindungan anak yang
terdapat dalam  ketentuan  perundang-
undangan lain yakni UU No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, UU No. 22 Tahun
2007 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang. Lembaga yang
berkaitan terhadap perlindungan terhadap
Saksi  Anak dilakukan oleh  Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi
Perlindungan Anak serta Lembaga Pembinaan
Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak
Sementara dan Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial. Selain lembaga-lembaga
tersebut ada pula pihak yang dapat menunjang
perlindungan anak tersebut yakni pembimbing
kemasyarakatan, pekerjaan sosial profesional,
tenaga kesejahteraan.

Kata kunci: Kedudukan Anak, Pemberi
Keterangan Saksi, Perkara Pidana, Pengadilan

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan
bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.?

Dengan demikian fungsi alat bukti dalam
pembuktian dalam sidang pengadilan sangat
penting sekali sehingga sering kita dengar
bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup
bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda
maupun penjara.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur
dalam Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat
bukti yang sah adalah keterangan saksi.* Alat
bukti keterangan saksi merupakan alat bukti
yang utama dalam perkara pidana. Hampir

* Nur Afni Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Saksi Dalam Perkara Pidana, Makassar, 2013, hal. 29.

* Novelina MS Hutapea Kekuatan Keterangan Saksi Anak
Dibawah Umur Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Staf
Pengajar Kopertis Wilayah 1 Dpk Fakultas Hukum USI
Pematangsiantar Jakarta, 2006, hal. 1.
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semua pembuktian perkara pidana selalu
bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi
disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu diatur
di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP membatasi
bahwa alat bukti yang sah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi;

Keterangan ahli;

Surat;

Petunjuk; dan

Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP
menyatakan bahwa hal yang secara umum
sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.’

Memahami saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka
keterangan saksi adalah salah satu alat bukti
dalam perkara pidana yang berupa keterangan
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri dengan menyebut alasan dan
pengetahuannya itu.’

Ada beberapa ketentuan vyang harus
dipenuhi agar ketentuan seorang saksi dapat
dianggap sah sebagai alat bukti yang
mempunyai kekuatan pembuktian, antara lain :
bahwa sebelum memberikan keterangan,
seorang  saksi  harus terlebih  dahulu
mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana
diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
Kehadiran seorang saksi di persidangan tidak
lain adalah untuk memberikan keterangan yang
berhubungan dengan perkara yang sedang
diperiksa. Setiap saksi  dituntut untuk
memberikan keterangan yang sebenarnya dan
tiada lain dari pada yang sebenarnya sesuai
dengan lafal sumpah atau janji yang
diucapkannya. Namun demikian, walaupun
undang-undang menuntut dari seorang saksi
untuk memberikan keterangan yang
sebenarnya, tetapi undang-undang sendiri
hampir sepenuhnya menyerahkan
pelaksanaannya kepada kesadaran moral saksi
yang bersangkutan. Didalam penjelasan Pasal
159 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa menjadi
saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang.
Oleh karena itu sesuatu yang telah ditetapkan

m oo o

> Nur Afni op.cit. hal. 30
® Ibid., hal. 10.
7 Ibid.,

oleh hukum sebagai kewajiban harus dipenuhi.
Penolakan atas kewajiban tersebut dapat
disebut sebagai tindak pidana dan oleh karena
itu dikenakan sanksi.?

Dengan demikian setiap orang wajib
menjadi saksi apabila ia melihat, mendengar
ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana
vang sedang diperiksa di depan sidang
pengadilan. Jika seseorang yang akan
memberikan keterangan sebagai saksi adalah
orang yang sudah dewasa menurut hukum dan
telah memenuhi persyaratan untuk sahnya
suatu keterangan saksi sebagai alat bukti
sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini
tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam
pembuktian perkara pidana.’

Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu
perbuatan pidana atau tindak pidana yang
diduga telah terjadi itu justru hanya
disaksikan/dialami oleh seorang anak yang
masih di bawah umur. Khusus terhadap
seorang anak yang melihat, mendengar
ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana
dengan menyebutkan alasan dari
pengetahuannya tentang tindak pidana yang
sedang  diperiksa, oleh  undang-undang
sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi
pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka
boleh memberikan keterangan tanpa sumpah.™
Hal ini diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP.
Polres Bogor akan memeriksa  kasus
penembakan ibu Indra Kameswari. Dimana
anaknya sendiri yang menjadi saksi kunci
penembakan oleh ayahnya Abdul Malik Aziz
yang bernama asli Muhammad Akbar. “(Anak
korban) akan segera kita periksa. Karena anak
itu jadi saksi kunci,” kata Kasat Reskrim Polres
Bogor AKP Bimatoro Kurniawan, Rabu 6
September 2017. Anak itu, melihat langsung
saat ibunya ditembak ayahnya. Anak Indra
Kameswari juga yang melaporkan peristiwa itu
kepada  tetangganya setelah  tersangka
meninggalkan rumahnya. Karena usia anak itu
masih  di  bawah umur, polisi akan
memperlakukanya secara khusus dalam proses
pemeriksaan kasus penembakan terhadap ibu
kandungnya oleh ayahnya sendiri. Salah
satunya adalah pendampingan psikolog dalam
pemeriksaan. “Perlakuan khusus itu dalam

8 Op., Cit, Novelina MS Hutapea, hal. 28.
9 .

Ibid.
10 .

Ibid., hal, 35.
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pemeriksaan didampingi psikolog juga Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) karenakan
usianya masih di bawah umur.”** Maka dari
kasus inilah yang diteliti oleh penulis.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah kedudukan anak di bawah
umur sebagai saksi dalam hukum acara
pidana ?
2. Bagaimanakah perlindungan  hukum
terhadap anak di bawah umur sebagai
saksi dalam suatu tindak pidana ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan
penelitian secara yuridis normatif, dimana
permasalahan yang ditemukan yaitu adanya
kekosongan  hukum  dalam  perundang-
undangan hukum acara pidana, kemudian dikaji
dengan melakukan penelitian dampak yuridis
terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku saat ini terkait dengan tindakan aparat
penegak hukum khususnya dalam rangka saksi
anak di bawah umur.

PEMBAHASAN
A. Kedudukan Anak Di Bawah Umur Sebagai

Saksi Dalam Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa
memberikan keterangan kepada penyidik,
harus terlepas dari segala macam ancaman,
tekanan baik yang berbentuk apapun dan dari
siapapun. Sama halnya dalam pemeriksaan
saksi anak harus memperoleh kenyamanan dan
tidak dibawah tekanan dalam memberikan
keterangan. Hal ini seperti disebutkan dalam
Sestem Peradilan Pidana Anak. Bahwa dalam
pemeriksaan saksi anak harus memperhatikan
kepentingan anak dan membuat saksi anak
nyaman, serta tidak menimbulkan ketakutan
dan tekanan.

Penyelesaian  suatu perkara pidana
berdasarkan KUHAP dibagi kedalam empat
tahap vyaitu tahap penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang
pengadilan."” Pada prinsipnya persidangan

1 https://m.liputan6.com, Bogor, Anak Indra

Kameswari Jadi Saksi Kunci Penembakan Ibunya, Oleh
Achmad Sudarno Pada 07 Sep 2017, 06:54 WIB.

2 Romli Atmasasmita, Bunga Rampai Hukum Acara
Pidana, Cet-1, (Bandung: Binacipta,1983), hal. 18.
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dilakukan dengan asas terbuka untuk umum
tetapi ada sidang tertentu yang
menyampingkan asas terbuka untuk umum,
yaitu persidangan anak dan tindak pidana
asusila. Hakim memeriksa perkara anak dalam
sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum,
kecuali pembacaan putusan.® Pada saat
pemeriksaan anak korban dan/atau saksi anak,
hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa
keluar ruang sidang."* Berbeda dengan syarat
formil saksi dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang
apa vyang didengarnya sendiri, dilihatnya
sendiri, dan/atau dialaminya sendiri mengenai
suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai
sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi
nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan
yang dinyatakan di luar sidang pengadilan
bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan
untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Menurut Peraturan Kapolri No. 3 Tahun

2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanaan
Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana, pemeriksaan
terhadap saksi dan/atau korban yang masih
anak-anak di kepolisian (dalam arti masih di
bawah umur 18 tahun) dilakukan di Ruang
Pelayanaan Khusus. Ruang Pelayanaan Khusus
(RPK) adalah ruang yang aman dan nyaman
diperuntukan khusus bagi saksi dan/atau
korban tindak pidana termasuk tersangka
tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan
anak yang patut diperlakukan  atau
membutuhkan perlakuan secara khusus, dan
perkaranya sedang ditangani di kantor polisi
(Pasal 1 angka (2) Peraturan Kapolri).
Pemeriksaan di Ruang Pelayanan Khusus
tersebut dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Petugas tidak memakai pakaian dinas
yang dapat berpengaruh terhadap psikis
saksi dan/atau korban vyang akan
diperiksa;

b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat
dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu
dengan bantuan penerjemah bahasa
yang dipahami oleh yang diperiksa;

c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan
penuh rasa empati;

3 pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012
! pasal 58 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012
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d. Dilarang memberikan pertanyaan yang
dapat menyinggung perasaan atau hal-
hal yang sangat sensitif bagi saksi
dan/atau korban yang diperiksa;

e. Tidak memaksakan pengakuan, atau
memaksakan keterangan dari yang
diperiksa;

f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan
atau mencemooh atau melecehkan yang
diperiksa;

g. Tidak memberikan pertanyaan vyang
dapat menimbulkan kekesalan atau
kemarahan yang diperiksa;

h. Tidak bertindak diskriminatif dalam
memberikan pelayanaan/ pemeriksaan;

i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas
senantiasa menunjukkan sikap
bersahabat, melindungi, dan mengayomi
yang diperiksa;

j. Selama dalam pemeriksaan, petugas
mendengarkan dengan seksama semua
keluhan, penjelasan, argumentasi,
aspirasi, dan harapan untuk kelengkapan
hasil Laporan Polisi yang berguna bagi
proses selanjutnya;

k. Selama dalam pemeriksaan, petugas
senantiasa menaruh perhatian terhadap
situasi dan kondisi fisik maupun kondisi
kejiwaan yang diperiksa. *®

Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 bahwa apabila saksi anak tidak
dapat hadir dalam persidangan, maka saksi
anak dapat memberikan keterangan melalui:

a. Perekaman elektronik yang dilakukan
oleh pembimbing kemasyarakatan di
daerah hukum setempat dengan dihadiri
oleh penyidik atau penuntut umum dan
advokat atau pemberi bantuan hukum
lainnya.

b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh
dengan alat komunikasi audiovisual
dengan didampingi oleh orang tua/wali,
pembimbing kemasyarakatan atau
pendamping lainnya. '

Kesaksian melalui perekaman elektronik

atau pemeriksaan jarak jauh melalui media
teleconference  seperti halnya di atas

B pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Ruang Pelayanaan Khusus Dan Tata Cara
Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

16 Setyo Rakhmad Ramadhan, /bid,. hal. 96

merupakan langkah yang besar dan baru di
dalam dunia hukum, khususnya hukum acara di
Indonesia."’

Penafsiran hukum terhadap beberapa
ketentuan yang menyangkut hukum acara
pidana merupakan terobosan vyang perlu
dilakukan dalam kaitannya untuk mencapai
tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut
diperlukan agar Hakim tidak terbelenggu
dengan hanya berpedoman pada alat-alat bukti
yang konvensional semata, yang akan
mengakibatkan suatu ketidakadilan, jika Hakim
terbelenggu dengan tidak melakukan terobosan
hukum serta hanya berpedoman pada alat-alat
bukti yang konvensional maka dipastikan
banyak dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan
mental."®

KUHAP Pasal 171 huruf a, seorang anak yang
umurnya belum 15 tahun diambil
keterangannya tanpa sumpah. Hal ini
mengakibatkan anak tidak dapat lagi dianggap
sebagai alat bukti yang sah dan tidak
mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak
mempunyai syarat formil. Adapun agar anak
dijadikan sebagai saksi anak adalah harus
memenuhi persyaratan.

Agar suatu keterangan tanpa disumpah
dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan
hakim, maka harus memenuhi syarat-syarat
berikut ini:*

a. Harus ada lebih dahulu alat bukti yang

sah;

b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat
bukti yang sah:

c. Adanya persesuaian antara keterangan
tanpa disumpah dengan alat bukti yang
sah.

Keterangan saksi yang tidak disumpah di
dalam KUHAP Pasal 185 ayat (7) ditegaskan
bahwa “keterangan dari saksi yang tidak
disumpah meskipun sesuai satu dengan yang
lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila
keterangan itu sesuai dengan keterangan dari
saksi yang disumpah dapat dipergunakan
sebagai tambahan alat bukti yang sah”.”
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (7)

7 Op., Cit, Romli Atmasasmita, hal. 124.

18 http://pramana-recht.blogspot.com/2012/01/legalitas-
keterangan-saksi-secara.html, Diakses  Tanggal 1
November 2017.

19 Setyo Rakhmad Ramadhan, /bid,. hal. 8

2% pasal 185 ayat (7) KUHAP.
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tersebut, secara umum penulis dapat
menyimpulkan bahwa semua keterangan saksi
yang diberikan tanpa sumpah bukan
merupakan alat bukti yang sah yang secara
otomatis berarti keterangan saksi tanpa
sumpah tersebut tidak mempunyai nilai
kekuatan pembuktian. Meskipun demikian,
akan tetapi keterangan saksi yang diberikan
tanpa sumpah dapat digunakan sebagai
tambahan untuk menyempurnakan alat bukti
yang sah.

Sejauh mana keabsahan keterangan saksi
anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian
bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim
secara subjektif karena penilaian terhadap alat
bukti saksi secara umum tidak mengikat,
begitupun dengan keterangan saksi anak. Dapat
dikatakan, alat bukti keteranagan saksi sebagai
alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan
tidak sempurna dan tidak menentukan atau
mengikat. Hakim bebas untuk menilai
kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada
keharusan bagi hakim untuk menerima
kebenaran setiap keterangan saksi termasuk
saksi anak. Dengan demikian, hakim dapat
menerima ataupun menyampaikan keterangan
saksi anak jika anak tersebut dalam
memberikan keterangan saksi.”!

Sekalipun keterangan anak (keterangan
tanpa sumpah) bukan merupakan alat bukti
yang sah, dan juga tidak memiliki kekuatan
pembuktian, namun keterangan itu dapat
dipergunakan untuk menguatkan keyakinan
hakim seperti yang disebut pada Pasal 169 ayat
(2), dan dapat dipakai sebagai petunjuk seperti
yang terdapat dalam penjelasan Pasal 171
KUHAP.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di
Bawah Umur Sebagai Saksi Dalam Suatu
Tindak Pidana

a. Usia anak menjadi saksi di persidangan
Batas usia anak dalam pengertian hukum

pidana dirumuskan secara jelas dalam

ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 1

angka (1) UU pengadilan anak.

Melihat batas usia anak dalam pembahasan
sebelumnya bisa disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan perumusan batas usia anak dapat

2 bid. Romli Atmasasmita, hal. 87.
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kita perhatikan bahwa anak dirumuskan
sebagai berikut:

1. Mereka yang belum berumur 18 tahun
dan belum pernah menikah, UU No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Mereka yang belum berumur 21 tahun
dan belum pernah kawin, UU No. 4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

3. Mereka yang belum berusia 18 tahun
termasuk anak dalam kandungan, UU No.
23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat
disimpulkan kriteria seorang anak dalam KUHP
masih beragam. Sedangkan dalam Pasal 171
KUHAP menentukan yang dapat diperiksa untuk
memberikan keterangan tanpa sumpah adalah
anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan
belum pernah kawin.?” Yang dimaksud dengan
Pasal 171 KUHAP vyaitu anak yang umurnya
mulai dari 6 tahun sampai dengan 14 tahun
yang dapat diperiksa untuk memberikan
keterangan saksi tanpa sumpah di pengadilan.

Beberapa kalangan pemerhati anak menilai
batas usia minimum bagi anak yang bisa
dikenakan pertanggungjawaban pidana yakni
12 tahun, masih terlalu dini. Menurut mereka
usia 12-13 tahun secara psikologis belum siap
menghadapi proses peradilan pidana yang bagi
orang dewasa terkadang terasa panjang
membingungkan dan melelahkan. Sejak masih
berupa RUU, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia menghendaki usia anak yang bisa
diproses dalam peradilan pidana adalah 15-18
tahun.”

Perbedaan penentuan batas usia anak ini
akan  menimbulkan  kebinguangan  bagi
beberapa pihak terkait Saksi Anak di
pengadilan, maka UU Sistem Peradilan Pidana
Anak mengatur secara khusus mengenai saksi
anak yaitu anak yang belum berumur 18 tahun
yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang
suatu perkara yang didengar, dilihat, dan
dialaminya sendiri.

b. Pelaksanaan Perlindunga Saksi Anak

?2 pasal 171 KUHAP
Rancangan  Undang-Undang Tentang Komisi
Perlindungan Anak Indonesia
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Dalam persidangan identitas Anak, Anak
Korban dan/atau Saksi Anak wajib dirahasiakan
dalam pemberitaan di media cetak ataupun
elektronik. ldentitas tersebut meliputi nama
Anak, nama anak korban, nama saksi anak,
nama orang tua, alamat, dan hal lain yang
dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak
Korban dan/atau Saksi Anak.*

Pihak Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,
Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat, atau
pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas
lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak
Korban dan/atau Saksi Anak tidak memakai
toga atau atribut kedinasaan.”

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan
oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan
Keputusa Kepala Kepolosian Negara Rl atau
pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala
Kepolisian NRI. Pemeriksaan terhadap Anak
Korban atau Saksi Anak dilakukan oleh
Penyidik.”®

Dalam melakukan penyidikan terhadap
perkara Anak, Penyidik wajib meminta
pertimbangan atau saran dari Pembimbing
Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana
dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap
perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan
atau saran dari ahli pendidikan psikolog,
psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial
Profesional atau Tenaga Kesejahtraan Sosial,
dan tenaga ahli lainnya.”

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
perkara Anak dilakukan oleh Hakim vyang
ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua MA
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua MA
atas usul Ketua PN yang bersangkutan melalui
ketua pengadilan tinggi.

Perlakuan anak sebagai saksi dan/atau
korban tindak pidana dalam UU Perlindungan
Anak, yakni:

1) Dalam melakukan pemeriksaan anak
sebagai saksi dan/atau korban
dipersidangan agar Jaksa Penuntut
Umum memperhatikan situasi dan
kondisi korban.

2) Meminta kepada orang tua atau wali
yang dipercayai anak untuk mendampingi

* pasal 19 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak (SPPA).

% pasal 22 UU No. 11 Tahun 2012

%6 pasal 26 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012
 pasal 27 UU No. 11 tahun 2012

anak saat memberikan keterangan di
persidangan.

3) Anak berhak mendapatkan perlindungan
dari lembaga perlindungan saksi dan

korban sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. %

Dalam UU Perlindungan Saksi Dan Korban
bagi korban/saksi yang merasa dirinya berada
dalam ancaman vyang sangat besar,
kesaksiannya dibacakan di pengadilan dan
bahkan dapat memberikan kesaksian tertulis
serta teleconference. Dengan persetujuan
hakim (Pasal 9) korban dan/atau saksi tersebut:

1. Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir
langsung di pengadilan;

2. Dapat memberikan kesaksiannya secara
tertulis yang disampaikan di hadapan
pejabat berwenang (penyidik), dengan
ditandatangani dan dibuatkan berita
acara;

3. Dapat pula didengar kesaksiannya secara
langsung melalui sarana elektronik
dengan didampingi pejabat berwenang.*

Jaminan atau perlindungan lainnya juga
diuraikan dalam Pasal 10 UU Perlindungan Saksi
Dan Korban yakni :

1. Korban, saksi dan pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum (pidana atau
perdata) atas laporan, kesaksian yang
akan, sedang atau diberikan.

2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam
kasus yang sama tidak dapat dibebaskan
dari tuntutan pidana apabila ia ternyata
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah, tetapi kesaksiannya dapat
dijadikan pertimbangan hakim dalam
meringankan pidana yang  akan
dijatuhkan.

3. Ketentuan perlindungan itu, tidak
berlaku terhadap saksi, korban dan
pelapor yang memberikan keterangan
tidak dengan etikat baik.*

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Kedudukan anak dibawah umur sebagai
saksi menurut hukum acara pidana
bukan merupakan alat bukti yang sah,

8 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan
Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 79.

* Ibid., hal. 98.

* Ibid.
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dan juga tidak memiliki kekuatan
pembuktian, namun keterangan itu dapat
dipergunakan untuk menguatkan
keyakinan hakim dan dapat dipakai
sebagai petunjuk seperti yang terdapat
dalam penjelasan. Oleh karena itu, nilai
keterangan yang diberikan tanpa sumpah
itu saling bersesuaian dengan yang lain.
Tidak mempunyai kekuatan pembuktian
bukan berarti tidak dapat
dipertimbangkan akan tetapi, keterangan
tersebut dapat digunakan sebagai
tambahan  untuk  menyempurnakan
kekuatan pembuktian alat bukti yang sah,
misalnya dapat menguatkan keyakinan
hakim atau digunakan sebagai petunjuk.
Sedangkan dalam sistem peradilan
pidana anak mengenal saksi sebagai saksi
anak yang menjelaskan saksi itu adalah
seorang anak yang mendengar, melihat
dan mengalami sendiri.

. Perlindungan hukum terhadap anak
dibawah umur sebagai saksi suatu tindak
pidana sudah cukup baik dan mendukung
terhadap perombakan pemikiran untuk
memberikan kesempatan dan
kepercayaan kepada anak untuk dapat
bersaksi di pengadilan. Perlindungan
terhadap Saksi Anak melibatkan seluruh
pihak yang berkaitan dengan
perlindungan anak mengenai hak Saksi
anak diatur jelas dalam UU No. 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan pidana
Anak. Berikut dengan  ketentuan
perlindungan anak yang terdapat dalam
ketentuan perundang-undangan lain
yakni UU No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, UU No. 22 Tahun
2007 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga, UU No. 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Lembaga vyang
berkaitan terhadap perlindungan
terhadap Saksi Anak dilakukan oleh
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
dan Komisi Perlindungan Anak serta
Lembaga Pembinaan Khusus Anak,
Lembaga Penempatan Anak Sementara
dan Lembaga Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial. Selain lembaga-
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lembaga tersebut ada pula pihak yang
dapat menunjang perlindungan anak
tersebut yakni pembimbing
kemasyarakatan, pekerjaan sosial
profesional, tenaga kesejahteraan.

B. Saran

1. Dalam pemeriksaan kasus  yang
memerlukan keterangan anak dalam
pembuktian, maka hakim harus lebih
memperhatikan keterangan anak dan
tidak begitu saja mengesampingkan
keterangan anak tersebut. Saksi anak
dapat dijadikan sebagai penunjang bukti
yang ada dan bukti yang sah apabila hal
itu bersesuaian dengan yang lainnya.

2. Dalam memberikan perlindungan
terhadap Saksi Anak ini kiranya
dilaksanakan dengan sepenuhnya yakni
dengan benar untuk memberikan
perlindungan terhadap saksi anak suatu
tindak pidana karena kedudukannya
sebagai saksi sangat penting terhadap
suatu tindak pidana dimana
keslamatannya harus dilindungi.
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